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UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung d:da\amnyﬁa
dikuasal oleh negara dan digunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat
(World Bank

disingkirkan begitu saja oleh lembaga-lembaga keuangan internasional
dan IMF), gara-gara kita meminjam dana (loan) untuk membiaya pembangunan negara
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| dan kesejahteraan rakyat. Sebelum loan itu disetujui IMF menetapkan prasyarat agar
dahulu melakukan penyesuaian strukturisasi (adjusment

. npegara peminjam lebih
. programme) dengan melakukan tiga hal derequlasi, privatisasi, dan liberalisasi.
: Melalui tiga hal inilah akhirnya negara-negara berkembang yang memeriukan pinjaman
(loan) terjebak dalam prangkap neoliberal, karena harus merubah semua aturan yang
t milik negara seperti BUMN

fidak sesual dengan aturan neoliberal, menjual saham ase
kepada korporasi multi nasional, dan mengikuti liberalisasi dalam perdagangan yang

p
mereka atur melalui WTO (Wold Trade Organization).
Dengan demikian maka hilanglah kedaulatan negara peminjam untuk:

(I) mengatur sendiri pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.
(if) mengatur sendiri aset yang dimiliki negara seperti misalnya BUMN.

(ili) Mengatur sendiri kebijaksanaan perdagangan luar negeri.
Dampak dari semua itu maka aktivitas pengelolaan sumber daya alam kit

dikend_alikan olgh mereka (kontraktor multi nasional), begitu juga aset milik negara
seperti BUMN dimana sebagian sahamnya dimiliki mereka, dan kita banyak kehilangan

pendapatan dari'perdagangan luar negeri, terutama dengan adanya penurunan bea
masuk barang impor. Dan utang luar negeri itu semakin banyak, balk pokok

pinjamannya maupun bunganya, yang pembayarannya haru
cucu kita sampai beberapa generasi. Sampai kapan neoliberal
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